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ABSTRAK

Sakhinah Asri Khairani Hsb, (2026): Perbedaan Penetapan Harga Jual Beli
Buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan
Barumun Kabupaten Padang Lawas
Sumatera Utara Menurut Tinjauan
Fiqih Muamalah

Penelitian ini membahas praktik perbedaan penetapan harga dalam
transaksi jual beli buah alpukat yang dilakukan pedagang dengan
mempertimbangkan gaya atau penampilan pembeli di Pasar Sibuhuan. Fenomena
tersebut menunjukkan adanya perbedaan harga pada barang yang sama, sehingga
menimbulkan persoalan mengenai keadilan transaksi dan kesesuaian praktik
tersebut dengan prinsip figih muamalah serta etika bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang
menjadi populasi adalah pedagang dan pembeli di Pasar Sibuhuan Kabupaten
Padang Lawas Sumatera Utara. Populasi mencakup seluruh pedagang buah yang
melakukan aktivitas jual beli dan seluruh pembeli buah alpukat yang melakukan
transaksi di Pasar Sibuhuan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu
2 pedagang buah, 1 pembeli biasa dan 2 pembeli yang dinilai memiliki
kemampuan ekonomi lebih tinggi atau terlihat mampu. Teknik analisis data yang
digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga dilakukan
berdasarkan kualitas buah, jumlah pembelian, serta penilaian pedagang terhadap
penampilan pembeli. Faktor penyebab terjadinya perbedaan harga meliputi motif
memperoleh keuntungan lebih besar, tidak adanya standar harga yang jelas,
karakter pembeli. Dalam perspektif figih muamalah, transaksi jual beli tersebut
pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun praktik perbedaan
harga berdasarkan penampilan pembeli dinilai tidak sesuai dengan prinsip
keadilan (“adl), kejujuran (shiddiq), dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu,
diperlukan penetapan harga yang lebih transparan agar tercipta transaksi yang adil
dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Penetapan Harga, Figih Muamalah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat saling membutuhkan
antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua orang mendapatkan semua yang
mereka inginkan, tetapi beberapa orang memiliki apa yang orang lain
butuhkan. Untuk itu, Allah menghimbau manusia untuk melakukan segala
sesuatu yang bermanfaat baik melalui perdagangan maupun jual beli dan
segala sarana yang berhubungan dengannya. Sehingga kehidupan manusia
mengikuti jalan yang benar dan berperilaku baik serta produktif." Dalam Fiqih
Muamalah sudah diatur bagaimana cara bermuamalah yang baik dan tidak
merugikan orang lain karena pada dasarnya manusia memiliki haknya masing-
masing yang harus dihargai oleh sesama manusia, oleh karena itu manusia
dilarang mengambil sesuatu yang bukan haknya dan berbuat zalim terhadap
manusia lain.

Figth merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang
bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang rinci. Sementara itu, muamalah
adalah ketentuan syariat yang mengatur hubungan manusia dalam urusan
duniawi. Dari konsep tersebut lahir interaksi timbal balik antarindividu yang

dapat berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi,

! Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqgashid Bisnis dan Keuangan Islam:Sintesis
Fikih dan Ekonomi, Depok: Rajawali Pers, 2019.



misalnya, terdapat beragam aktivitas yang termasuk di dalamnya, seperti jual
beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan bentuk transaksi lainnya.

Dalam prinsip muamalah, pada dasarnya setiap bentuk transaksi
diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarang atau
mengharamkannya dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, yang perlu
diperhatikan adalah memahami bentuk-bentuk larangan dalam syariat,
kemudian menghindari praktik tersebut dalam kegiatan transaksi.?

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling sering
dilakukan serta memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.
Namun dalam beberapa kasus, jual beli dapat dipengaruhi oleh gaya atau
penampilan pembeli. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan
diskriminasi dalam transaksi jual beli.

Hukum Ekonomi Syariah menetapkan beberapa bentuk larangan yang
tidak boleh dilakukan dalam praktik jual beli, antara lain:

1. Larangan melakukan penipuan: Penjual tidak boleh melakukan
penipuan terhadap pembeli.

2. Larangan melakukan diskriminasi: Penjual tidak boleh melakukan
diskriminasi terhadap pembeli berdasarkan status sosial, agama, atau

ras.

2 Nur Asnawi, Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan lIsu-isu Kontemporer, (Depok:
Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 20.



3. Larangan melakukan monopoli: Penjual tidak boleh melakukan
monopoli terhadap barang yang dijual.3

Dalam setiap transaksi jual beli, penting untuk memperhatikan nilai-
nilai etika dan moral, seperti kejujuran, kesetaraan, dan keadilan. Dengan
berpegang pada prinsip tersebut, transaksi yang berlangsung dapat memenuhi
ketentuan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus mencerminkan nilai-nilai moral
yang lebih luas.

Prinsip keadilan dan larangan diskriminasi dalam transaksi jual beli
ditegaskan dalam ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an

surah Al-Baqarah (2): 188

el A By TG, s el sias il et v
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Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan

yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”4

Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang
setara di hadapan Allah, tanpa dibedakan oleh status sosial, harta, maupun
kedudukan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat (49):

13

* Ibn Qayyim Al-Jauziyah, I’lam Al-Muwagqqi’in, Larangan Riba dan Gharar Dalam
Jual Beli, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 145.

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta:
Lajnah Pustaka, 2019), h. 23.
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Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu

dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

lagi Maha Teliti.””

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penjual salah
satunya penjual buah masih menerapkan mekanisme penentuan harga yang
bergantung pada penilaian subjektif terhadap pembeli, khususnya berdasarkan
gaya atau penampilan luar. Fenomena ini tampak ketika penjual memberikan
harga lebih tinggi kepada pembeli yang dianggap mampu, misalnya yang
berbusana rapi, menggunakan perlengkapan mewah, atau dinilai memiliki
status sosial tinggi, sementara pembeli yang berpenampilan sederhana sering
kali memperoleh harga yang lebih rendah. Praktik diskriminasi harga
semacam ini menimbulkan kesenjangan, karena harga tidak lagi
mencerminkan kualitas buah, biaya produksi, maupun standar harga pasar,
melainkan didasarkan pada asumsi personal yang berpotensi menyalahi
prinsip keadilan dalam transaksi.

Sebagaimana yang terjadi di lapangan, di mana teman saya ingin

membeli buah dan kebetulan saya ikut. Teman saya datang ke lokasi penjualan

dengan menggunakan mobil, sementara pada waktu yang sama terdapat pula

> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta:
Lajnah Pustaka, 2019), h. 412.



pembeli lain yang datang berjalan kaki. Yang turun dari mobil hanya teman
saya, sedangkan saya tetap berada di dalam mobil, karena pintu mobil terbuka,
saya dapat melihat dan mendengar secara jelas proses transaksi yang
berlangsung. Teman saya di sini membeli alpukat, dan penjual memberikan
harga sebesar Rp20.000 per kilogram, namun pada saat yang bersamaan,
pembeli lain yang datang dengan berjalan kaki tadi justru diberikan harga
Rp15.000 per kilogram nya, padahal, alpukat yang ada dan yang dijual di sini
hanya satu jenis itu saja, dibeli dalam waktu yang sama, dan masing-masing
membeli dengan jumlah 1 kilogram.6

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa penjual secara langsung
menilai pembeli berdasarkan penampilan atau status sosial yang terlihat,
seperti datang dengan mobil yang dianggap sebagai tanda kemampuan
ekonomi yang lebih tinggi. Padahal, anggapan tersebut belum tentu sesuai
dengan kondisi sebenarnya, karena seseorang yang datang dengan mobil
belum tentu memiliki kemampuan ekonomi seperti yang dipikirkan oleh
penjual.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai praktik penjual
buah yang memberikan harga berdasarkan gaya atau penampilan pembeli
menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan
mengidentifikasi motif serta pola perilaku pedagang dalam menetapkan
perbedaan harga, tetapi juga mengkaji kembali sejauh mana praktik tersebut
sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi

Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

® Hasil observasi penulis pada Pedagang Buah di Pasar Sibuhuan, 31 Januari 2025.



sumbangan baik secara akademis maupun praktis dalam upaya mewujudkan
sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai
syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji
permasalahan ini secara lebih mendalam serta menelaah bagaimana
pandangan Islam terhadap fenomena tersebut melalui sebuah penelitian yang
berjudul “PERBEDAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI BUAH DI
PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS SUMATERA UTARA MENURUT TINJAUAN FIQIH

MUAMALAH”.

. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan
masalah yang difokuskan pada perbedaan penetapan harga jual beli buah
alpukat serta tinjauan Fiqih Muamalah terhadap perbedaan penetapan harga
jual buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Sumatera Utara.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah
alpukat di Pasar Sibuhuan?
2. Bagaimana tinjauan Figih Muamalah terhadap perbedaan penetapan harga

dalam transaksi jual beli buah?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis
memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan penetapan harga dalam
transaksi jual beli buah alpukat di Pasar Sibuhuan.
b. Untuk mengetahui tinjauan Figqih Muamalah terhadap perbedaan
penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.
2. Manfaat Penelitian
a. Untuk mendapat pengetahuan terhadap perbedaan penetapan harga
dalam transaksi jual beli buah alpukat di Pasar Sibuhuan.
b. Untuk dapat mengetahui tinjauan Figih Muamalah terhadap perbedaan
penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.
E. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman pembaca
terhadap keseluruhan isi penelitian, setiap bab akan dijelaskan secara garis
besar. Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini akan dibahas mengenai jual beli yang terdiri dari
pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual
beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, gharar, tadlis,
dan ghabn dalam jual beli, pengertian harga, faktor-faktor yang

mempengaruhi penentuan harga, tas’ir (penetapan harga), konsep



BAB III

BAB IV

BABV:

harga yang adil, keuntunga dalam islam, larangan manipulasi harga,
dan penelitian terdahulu.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penulis dalam
melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi
penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber
data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan metode
penulisan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang
perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah alpukat di
pasar sibuhuan dan tinjauan figih muamalah terhadap perbedaan
penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan
tentang perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah
alpukat di pasar sibuhuan dan tinjauan figih muamalah terhadap

perbedaan penetapan harga dalam transaksi jual beli buah.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli Dalam Islam
a. Pengertian Jual Beli

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup
dapat dilakukan melalui kegiatan ekonomi seperti perdagangan atau
transaksi jual beli. Agar kegiatan tersebut berlangsung, diperlukan
adanya interaksi timbal balik antara pihak penjual dan pembeli. Jual
beli sendiri merupakan proses pertukaran antara barang dengan barang,
barang dengan uang, atau pemberian suatu benda kepada pihak lain
dengan memperoleh imbalan yang sepadan. Transaksi ini dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak serta telah
menjadi praktik yang berlaku secara umum di masyarakat.

Secara etimologi, istilah jual beli berasal dari bahasa Arab al-
bai’, yang bermakna menjual atau menukar suatu barang.” Wahbah al-

Zuhaily menjelaskan bahwa jual beli adalah proses pertukaran sesuatu
dengan sesuatu yang lain. Adapun secara terminologi, para ulama figih
memberikan beragam defenisi tentang jual beli. Sayyid Sabiq
mendefenisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta yang
dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau pemindahan hak
kepemilikan dengan adanya imbalan yang dibenarkan menurut syariat.

Dalam perspektif Islam, jual beli dipahami sebagai suatu

transaksi antara dua pihak yang melibatkan pertukaran harta, disertai

" Prillia Kurnia Ningsih, Fikih Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 91.

9
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dengan peralihan hak kepemilikan, serta dilaksanakan atas dasar
kerelaan dan kesepakatan bersama.®

b. Dasar Hukum Jual Beli
1) Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur’an salah satunya terdapat

dalam surah Al-Baqarah (2): 275
w\iﬁfé&;@;d\&ﬁ\fw&;}ﬁwf)\ ;éu
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Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba
tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena
mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal,
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa
pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka
itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”9

2) Dasar hukum jual beli bersumber dari Hadis Nabi:
a) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah in Rafi’
“Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai

pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw

8 Ibid., h. 92.

% Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta:
Lajnah Pustaka, 2019), h. 36.
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menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli
yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).
Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-
kecurangan, mendapat berkat dari Allah Swt.
b) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah
menyatakan “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.'?
Dasar hukum jual beli bersumber dari [jma’

Ijma’ menurut ketentuan syara’ merupakan kesepakatan para
mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau
dalam suatu masa tertentu mengenai persolan hukum yang belum
memiliki ketentuan tegas dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Dalam
hal ini, para ulama bersepakat bahwa praktik jual beli hukumnya
diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa manusia tidak mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Oleh karena itu, diperlukan pertukaran barang atau harta yang

sepadan agar kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Ssecara umum, rukun merupakan unsur yang wajib terpenuhi
agar suatu perbuatan dianggap sah. Dalam konteks jual beli, menurut
ulama Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman

Ghozali, rukun jual beli terletak pada ijab dan gqabul yang

72-73.

9 Mahmudatus Sa’diyah, Pengantar Figh Muamalah, (Jepara: Unisnu Press, 2022), h.
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mencerminkan adanya kesepakatan untuk saling menukar atau saling

memberikan sesuatu antara kedua pihak yang bertransaksi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah
ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat
jamhur ulama’ rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara
lain:

a) Akidain (penjual dan pembeli)

b) Ada barang yang dibeli

c) Sighat (lafal ijab dan qabul)

d) Ada nilai tukar pengganti barang™

2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli harus sejalan dengan rukun jual beli
sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu sebagai
berikut:

a) Pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki akal sehat,
sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa maupun anak
yang belum mumayiz tidak dianggap sah dalam melakukan akad.
Selain itu, akad harus dilakukan oleh dua pihak yang berbeda agar
transaksi dapat berlangsung secara benar.

b) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan gabul, para ulama sepakat
bahwa unsur pokok dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari

kedua belah pihak. Kerelaan tersebut tercermin melalui ijab dan

' Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2019), h. 70.
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gabul, antara lain pihak yang mengucapkannya harus sudah
baligh dan berakal, pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab,
serta ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.

C) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (ma’qud ‘alaih)
antara lain barang tersebut harus ada. Apabila barang belum
berada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya
untuk menghadirkannya. Selain itu, barang yang diperjualbelikan
harus memiliki manfaat atau dapat digunakan sesuai fungsinya.

d) Barang yang dijadikan objek transaksi harus jelas
kepemilikannya. Barang tersebut dapat diserahkan secara
langsung saat akad berlangsung atau diserahkan pada waktu yang
telah disepakati ketika transaksi dilakukan.

e) Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang)
merupakan unsur penting dalam jual beli, karena pada umumnya
masyarakat menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam hal ini,
para ulama figh membedakan antara al-tsaman dan al-si’r. Al-
tsaman adalah harga yang berlaku di pasaran di tengah
masyarakat, sedangkan al-si’r adalah harga dasar atau modal
barang yang seharusnya diperoleh pedagang sebelum menjualnya
kepada konsumen.

Adapun syarat-syarat tsaman (nilai tukar) dalam jual beli antara
lain jumlah harga yang disepakati harus diketahui secara jelas.

Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad berlangsung. Selain itu,
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apabila transaksi dilakukan dengan sistem al-muqayadhah (pertukaran
barang dengan barang), maka barang yang dijadikan sebagai alat tukar
tidak boleh termasuk sesuatu yang diharamkan menurut syariat.12
. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu ditinjau dari sudut
pandang objek maupun subjek yang terlibat dalam transaksi, yaitu
sebagai berikut:
1) Jika ditinjau dari segi objek yang diperjualbelikan, maka jual beli

dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

a) Jual beli barang yang tampak, yaitu transaksi yang dilakukan
ketika objek jual beli berada di hadapan penjual dan pembeli pada
saat akad berlangsung. Bentuk ini merupakan praktik yang paling
umum dilakukan dalam masyarakat.

b) Jual beli yang hanya dijelaskan sifat-sifatnya dalam akad, yaitu
jual beli salam (pesanan). Salam merupakan bentuk transaksi
tidak tunai, di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan
penyerahan barang ditangguhkan sampai waktu tertentu sesuai
kesepakatan. Dengan demikian, akad dilakukan atas suatu barang
yang spesifikasinya telah ditentukan, sementara penyerahannya
dilakukan kemudian.

c) Jual beli atas barang yang belum ada dan tidak dapat dilihat, yaitu

transaksi yang dilarang dalam Islam karena objeknya tidak jelas

2 1pid., h. 70-72.
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keberadaannya. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan
unsur keraguan, bahkan dikhawatirkan barang berasal dari hasil
yang tidak sah, seperti barang curian atau titipan, sehingga
berpotensi merugikan salah satu pihak13
2) Jika ditinjau dari segi objeknya, jual beli dapat dibedakan menjadi
empat bentuk, yaitu:

a) Bai’ al-muqayyadah, yaitu transaksi pertukaran barang dengan
barang yang biasa dikenal sebagai barter, misalnya menukar garam
dengan sapi.

b) Bai’ al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang
bersifat umum, baik dilakukan secara tunai maupun tangguh,
seperti menjual barang dengan dirham, dolar, atau rupiah sebagai
nilai tukarnya.

C) Bai’ al-sharf, yaitu transaksi pertukaran alat pembayaran dengan
alat pembayaran lainnya, seperti menukar rupiah dengan dolar
atau mata uang lain yang berlaku secara umum.

d) Bai’ as-salam, yaitu jual beli di mana barang yang diperjanjikan
belum diserahkan pada saat akad sehingga berstatus sebagai
tanggungan, sedangkan pembayaran berfungsi sebagai tsaman.
Pembayaran tersebut dapat berupa barang nyata maupun

tanggungan, namun wajib diserahkan sebelum para pihak

13 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 75-76.
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berpisah. Oleh sebab itu, dalam akad salam, zsaman diperlakukan

sebagai sesuatu yang hadir (‘ain).

3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga

bagian, yakni:

a)

b)

Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang
dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti
dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam
menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah
maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan
pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan
atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul
dengan ucapan, misalnya JNE dan lain sebagainya. Jual beli ini
dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam
satu majlis akad, tapi melalui JNE. Jual beli seperti ini dibolehkan
berdasarkan pendapat syara’. Dalam pemahaman sebagian ulama,
format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja
jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam
satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara
penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

Jual beli dengan tindakan atau yang dikenal dengan istilah
mu’athah adalah transaksi di mana barang diambil dan diserahkan
tanpa melalui ijab dan gabul secara formal. Contohnya, seorang

pembeli mengambil rokok yang sudah diberi label harga oleh
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penjual, lalu membayar uangnya kepada penjual. Bentuk jual beli
seperti ini dilakukan tanpa adanya ijab gabul di antara kedua pihak.
Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi semacam
ini tidak diperbolehkan. Namun, menurut pendapat ulama lain,
seperti Imam Nawawi, jual beli barang kebutuhan sehari-hari dapat
dibenarkan meski dilakukan tanpa ijab gabul terlebih dahulu.*
€. Jual Beli yang Dilarang

1) Riba (Bunga)

Dalam perspektif Islam, riba atau bunga dianggap
haram. Riba didefenisikan sebagai keuntungan tambahan yang
diperoleh dari pinjaman atau hutang, yang melebihi jumlah
pokok. Praktik ini dilarang karena menimbulkan ketidakadilan
bagi pihak yang berhutang.

2) Gharar (Ketidakjelasan atau Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada adanya ketidakpastian, penipuan,
atau risiko dalam suatu transaksi. Dalam prinsip keuangan
Islam, gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip
kepastian dan keterbukaan. Gharar biasanya muncul ketika
klaim kepemilikan terhadap suatu objek tidak jelas atau
mencurigakan, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi

salah satu pihak.

% 1bid., h. 77-78.
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3) Maysir (Perjudian)

4)

5)

6)

Maysir atau judi adalah kegiatan yang dilarang dalam
Islam karena melibatkan taruhan atau permainan yang
mengandung unsur ketidakpastian. Aktivitas ini termasuk
transaksi yang tidak sah karena keberuntungan, bukan usaha
dan kesepakatan, menjadi faktor utama penentu hasilnya.
Tahdeed (Ancaman)

Tahdeed atau ancaman dalam transaksi juga dilarang
dalam Islam. Transaksi yang dilakukan dengan paksaan atau
intimidasi menghilangkan unsur kerelaan dan keadilan, yang
merupakan prinsip utama dalam perdagangan Islam. Oleh
karena itu, Islam menekankan pentingnya kejujuran,
keterbukaan, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi.
Ghalat (Kesalahan)

Dalam perspektif Islam, ghalat merujuk pada kesalahan
yang terjadi dalam suatu transaksi. Kesalahan ini bisa berupa
ketidaksesuaian informasi, ketidaktahuan, atau ketidakjelasan
yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.
Zulm (Ketidakadilan)

Transaksi yang mengandung unsur eksploitasi atau
ketidakadilan dilarang dalam Islam. Prinsip perdagangan Islam
menekankan  transparansi, akurasi, dan pengungkapan

informasi yang penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.
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Zulm merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang, karena
setiap kontrak seharusnya dilaksanakan dengan adil bagi semua
pihak yang terlibat.
Khedaa (Penipuan)

Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus
didasarkan pada kebenaran, keakuratan, dan pengungkapan
informasi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mencegah
adanya pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak
adil dalam proses jual beli maupun transaksi keuangan.
Istighlal (Eksploitasi)

Dalam Islam, istighlal merujuk pada tindakan
menganggap sesuatu yang haram sebagai halal.

Ihtikar (Monopoli)

Dalam istilah Islam, ihtikar merujuk pada tindakan
menimbun barang, khususnya kebutuhan pokok seperti
makanan, dengan tujuan menjualnya kembali pada harga yang
lebih tinggi. Praktik ini dilarang karena dapat merugikan
masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi

15
barang.

82.

> Mahmudatus Sa’diyah, Pengantar Figih Muamalah, (Jepara: Unisnu Press, 2022), h.
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f. Gharar, Tadlis, dan Ghabn dalam Jual Beli
1) Gharar
Gharar merujuk pada kondisi ketidakpastian dalam
suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
Ketidakjelasan ini bisa muncul pada aspek barang, kualitas
harga, atau informasi penting yang tidak diungkapkan secara
transparan.
2) Tadlis
Tadlis adalah tindakan menipu dalam transaksi dengan
cara menyembunyikan hal-hal yang semestinya diketahui pihak
lain. Bentuknya bisa berupa menyembunyikan cacat pada
barang, menyembunyikan informasi yang tidak akurat, atau
memanipulasi harga dengan memanfaatkan kurangnya
pengetahuan pembeli.
3) Ghabn
Ghabn terjadi ketika harga dalam transaksi tidak wajar
sehingga merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli semacam
ini dapat dilakukan melalui kata-kata maupun tindakan,
misalnya menyembunyikan cacat barang, menampilkan bagian
baik di depan dan menyembunyikan bagian buruk, mengecat
perabotan atau peralatan lama agar tampak baru, atau

memberikan pujian palsu terhadap produk.16

1° Siswadi, Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk
Mudharabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah).
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2. Harga Dalam Islam
a. Pengertian Harga

Harga merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan.
Dalam Islam, penetapan harga dibebaskan selama tidak ada larangan
syar’i dan telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Harga sendiri adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam
bentuk uang atau alat tukar setara, yang harus dibayarkan untuk suatu
produk atau jasa pada waktu dan tempat tertentu..”’

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga

Penentuan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
kondisi perekonomian, tingkat elastisitas permintaan, persaingan biaya,
interaksi antara permintaan dan penawaran, tujuan manajerial, serta

regulasi atau pengawasan dari pemerintah.

1) Keadaan Perekonomian

Keadaan ekonomi, seperti masa booming atau resesi,
perubahan suku bunga, dan inflasi, berperan penting dalam penentuan
harga. Faktor-faktor ini memengaruhi persepsi konsumen terhadap

nilai dan harga suatu produk serta biaya produksi yang dikeluarkan.™®

" Diki Prasetyo, “Defenisi Pengertian Harga, Tujuan dan Metode Pendekatan Penetapan
Harga, Manajemen Pemasaran”, artikel dari http:// organisasi.org/ Defenisi Pengertian Harga,
Tujuan Metode Pendekatan Penetapan Harga, Manajemen Pemasaran. Diakses pada 9 Mei 2008.

¥ Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Fajar Interpratam
Mandiri), Cet Ke-2, h. 135-136.
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Permintaan dan Penawaran

Permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli
konsumen pada tingkat harga tertentu, biasanya harga yang lebih
rendah akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Sebaliknya,
penawaran menggambarkan jumlah barang yang dijual oleh penjual
pada harga tertentu, di mana harga yang lebih tinggi cenderung
mendorong peningkatan jumlah yang ditawarkan.
Elastisitas Permintaan

Sifat permintaan pasar juga memengaruhi penetapan harga.
Selain menentukan harga, elastisitas permintaan berpengaruh pada
volume penjualan, umumnya, kenaikan harga akan menurunkan
jumlah barang yang terjual, sementara penurunan harga dapat
meningkatkan penjualan.
Tujuan Pelaku Usaha

Penetapan harga biasanya disesuaikan dengan tujuan yang
ingin dicapai oleh pelaku usaha. Setiap pelaku usaha bisa memiliki
target yang berbeda, seperti memaksimalkan keuntungan, mencapai
volume penjualan tertentu, atau memperoleh kembali modal yang
telah diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu.
Citra atau Persepsi Masyarakat

Citra atau persepsi masyarakat terhadap produk atau jasa juga

memengaruhi harga. Produk atau jasa yang sudah dikenal luas oleh
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konsumen biasanya dapat dijual dengan harga lebih tinggi
dibandingkan produk atau jasa yang masih baru di pasar.
c. Konsep Variasi Harga
1) Pada dasarnya boleh (sebagai strategi marketing)
Variasi harga bisa dianggap bagian dari strategi pemasaran
(marketing), selama memenuhi syarat syariah, yaitu:
a) Harga jelas dan disepakati di awal (ma’lum)
b) Ada kerelaan kedua belah pihak (ridha)
¢) Tidak ada unsur penipuan
2) Bisa menjadi terlarang jika mengandung unsur berikut:
a) Gharar (ketidakjelasan)

Jika harga tidak transparan atau dibuat berbeda tanpa

kejelasan standar.
b) Tadlis (penipuan)

Misalnya menentukan harga berdasarkan menilai
kemampuan pembeli (diskriminatif), menyembunyikan harga
asli.’®

€) Zulm (kezaliman)

Jika perbedaan harga merugikan salah satu pihak secara

tidak wajar, tidak sesuai nilai pasar secara ekstrem tanpa

alasan.””

¥ Mahmudatus Sa’diyah, Pengantar Figih Muamalah, (Jepara: UNISNU PRESS, 2022),
h. 120.
20 Shofiatul Jannah, Figih Muamalah, (Jakarta: Lingkar Edukasi Indonesia, 2025), h. 95.
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Variasi harga dalam jual beli pada dasarnya
diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari mekanisme
pasar dan strategi pemasaran. Namun, kebolehan tersebut
bergantung pada terpenuhinya prinsip transparansi harga dan
kerelaan kedua belah pihak. Variasi harga menjadi tidak
diperbolehkan  apabila =~ mengandung  unsur  gharar
(ketidakjelasan), tadlis (penipuan), atau menyebabkan kerugian

yang tidak wajar bagi pembeli.?!

d. Tas’ir (Penetapan Harga)

Penetapan harga adalah kebijakan yang dilakukan oleh penguasa,
wakilnya, atau pejabat pemerintahan tertentu, yang mewajibkan pelaku
transaksi di pasar untuk menjual barang pada harga yang telah
ditentukan. Dalam hal ini, mereka dilarang menaikkan atau menurunkan
harga di luar ketetapan tersebut, dengan tujuan menjaga kepentingan dan
kemaslahatan umum.?

Dalam Islam, penetapan harga tidak diharamkan secara mutlak.
Larangan berlaku secara umum tanpa membedakan jenis barang, baik
itu kebutuhan pokok maupun barang lainnya.23 Salah satu hadis
Rasulullah SAW yang terkait dengan penetapan harga diriwayatkan dari

Anas bin Malik: “Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal),

tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab, Allahlah

h. 212.

21 Siti Umrah, Figih Muamalah, (Jakarta: Jivaloka Publishing, 2023), h. 75.

22 Amruddin, et.al., Pengantar Ekonomi Islam, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),

2 bid., h. 213.
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Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki, aku berharap
tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku
tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.”**

Para ulama menggunakan hadis tersebut sebagai dasar larangan
untuk menetapkan harga barang secara paksa di pasaran, karena hal itu
dianggap menzalimi hak kebebasan seseorang dalam menggunakan
hartanya. Dengan membatasi harga, kebebasan tersebut menjadi
terbatasi.

Kebijakan yang menetapkan harga di pasar berpotensi membuat
barang langka, sehingga harga meningkat dan menyulitkan masyarakat
miskin untuk membeli kebutuhan. Di sisi lain, hal ini bisa
menguntungkan orang kaya, karena mereka dapat menjual barang di
pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi.

Apabila negara menetapkan harga tertentu untuk dipatuhi oleh
masyarakat, hal ini termasuk larangan dalam Islam karena digunakan
untuk memaksa rakyat melakukan transaksi sesuai harga yang
ditentukan. Dengan demikian, praktik penetapan harga semacam ini
dianggap tidak diperbolehkan

1) Hukum Penetapan Harga (7as ir)
a) Larangan Penetapan Harga (7as 'ir)
Menurut Syekh Said Sabiq, penulis kitab Sunan

meriwayatkan hadis yang shahih dari Anas ra, di mana para

?* Imam Mustafa, Figih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156.
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sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah,
harga-harga sangat tinggi. Tetapkanlah harga bagi kami.”
Menanggapi hal itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda,
“Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mengenggam,
yang membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku
berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun di antara
kalian yang menuntutku atas kezaliman pada darah atau harta.”
Berdasarkan hadis tersebut, para ulama melarang penguasa
menetapkan harga barang secara paksa. Praktik ini dianggap
menimbulkan ketidakadilan dan membatasi kebebasan individu
dalam menentukan transaksi. Selain itu, menjaga kepentingan
pembeli tidak boleh melebihi pentingnya melindungi hak dan
kemaslahatan penjual.25

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa hadis tersebut
menunjukkan bahwa tas’ir termasuk perbuatan zalim. Hal ini
karena setiap individu seharusnya memiliki kendali penuh atas
hartanya, sementara tas’ir membatasi hak tersebut. Di sisi lain,
pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan
kaum muslimin. Dalam situasi di mana kepentingan pembeli untuk
mendapatkan harga murah dan kepentingan penjual untuk
memperoleh keuntungan bertemu, kedua pihak dapat melakukan

jjtihad. Namun, diwajibkan bagi pemilik barang untuk menjual

% |ka Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Magashid al-Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, h. 201.
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dengan harga yang mungkin tidak sepenuhnya diridhainya demi
kemaslahatan umum.?

Selain itu, penetapan harga dapat menyebabkan barang
menjadi langka, sehingga harga naik dan menyulitkan masyarakat
miskin untuk membelinya. Sementara itu, orang kaya masih dapat
membeli barang melalui pasar gelap dengan harga tinggi.
Akibatnya, baik kelompok miskin maupun kaya sama-sama
mengalami kesulitan, sehingga tidak tercapai kemaslahatan yang
seimbang bagi keduanya.

b) Kondisi di Mana Tas 'ir Diperbolehkan

Menurut pandangan Mazhab Maliki dan Hanafi, tas’ir
diperbolehkan jika bertujuan untuk mencegah kerugian bagi
masyarakat. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tas’ir terbagi
menjadi dua, ada yang termasuk zalim dan dilarang, tetapi ada juga
yang bersifat adil dan dipelrbolehkan.27

Jika penetapan harga menimbulkan ketidakadilan atau
pemaksaan terhadap orang-orang tanpa alasan yang sah, seperti
memaksa menjual dengan harga yang tidak disetujui atau melarang
hak yang diperbolehkan oleh Allah, maka hukumnya haram.
Namun, jika penetapan harga dilakukan demi keadilan, misalnya

ketika para pedagang menaikkan harga secara sengaja karena

%6 Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Republika, 2019), h. 77.

" lbn Qayyim Al-Jauziyyah, Turq Al-Hukmiyah wa Siyasah Syar’iyyah, (Terj:
Muhammad Mouchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014) h. 430.
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permintaan tinggi atau melakukan ihtikar (penimbunan barang)
sehingga stok berkurang dan harga melonjak, pemerintah
diperbolehkan campur tangan. Dalam situasi ini, pedagang yang
menahan barang demi keuntungan dianggap berbuat zalim,
sehingga mereka harus dipaksa menjual komoditi dengan harga
wajar atau normal, sesuai harga sebelum terjadi kenaikan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa dalam
kondisi tertentu, penetapan harga menjadi kewajiban tanpa adanya
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Intinya, pemerintah atau
pihak berwenang harus memaksa para pedagang untuk menjual
secara adil dan mencegah mereka berbuat zalim.

Aturan dan Ketentuan Penetapan Harga (7as 'ir)

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh penguasa
atau pthak yang diberi wewenang dalam melakukan tas’ir antara
lain sebagai berikut:

1) Menjaga keadilan, penguasa atau pihak yang diberi wewenang
harus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Harga yang ditetapkan harus adil, sehingga pelaku usaha tetap
memperoleh keuntungan yang wajar dan rasional, sekaligus
konsumen tidak dirugikan akibat harga yang terlalu tinggi.

2) Melibatkan ahli dan profesional, proses tas’ir sebaiknya
melibatkan para ahli ekonomi, profesional, dan pelaku usaha

agar harga yang ditentukan adil dan tidak merugikan siapa pun.
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Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang
mekanisme transaksi, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor
terkait lainnya, sehingga penetapan harga dapat dilakukan
secara tepat dan berkeadilan.?

e. Konsep Harga yang Adil

Adil dalam bahasa arab disebut Al-‘4d/, merupakan sifat yang
wajib dimiliki setiap manusia. Sifat ini memungkinkan seseorang
menegakkan kebenaran, bersikap seimbang dalam tindakan, dan
mencegah timbulnya perselisihan di antara sesama manusia.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil adalah
harga yang sepadan atau wajar, yaitu harga yang umumnya diterima
oleh masyarakat untuk barang yang sama pada waktu dan tempat
tertentu. Harga ini ditentukan oleh mekanisme pasar yang berjalan
bebas antara penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari penetapan
harga yang adil dan konsep terkaitnya adalah menjaga keadilan dalam
transaksi timbal balik serta dalam hubungan sosial di antara anggota
masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil hanya terjadi di pasar
kompetitif, di mana tidak ada intervensi yang mengganggu
keseimbangan harga. Kondisi ini tercapai ketika semua faktor produksi
dimanfaatkan secara optimal. la menjelaskan bahwa apabila

masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal

28 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis
Fikih dan Ekonomi, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 102.
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misalnya karena harga naik akibat berkurangnya persediaan maka
regilasi harga tidak diperlukan. Kenaikan harga dalam situasi ini
dianggap wajar dan adil, karena terjadi dalam persaingan yang sehat
tanpa adanya spekulasi.?

Ibnu Taimiyah menentang praktik monopoli terhadap
kebutuhan manusia. Jika sekelompok orang melakukan monopoli,
pemerintah wajib mengatur harga agar tetap adil. Monopoli dianggap
tidak adil dan merugikan orang lain, karena sama saja dengan
menzalimi  mereka yang membutuhkan barang-barang yang
dikendalikan secara monopolistik.*

Dalam Islam, harga ditentukan melalui mekanisme pasar, yakni
interaksi antara permintaan dan penawaran. Pertemuan keduanya harus
terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak
untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Prinsip harga
yang adil menjadi dasar utama dalam setiap transaksi yang sesuali
dengan syariat Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan
pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah
Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang
adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau
ketidakadilan sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan

pihak lain secara berlebihan. Harga tersebut harus mencerminkan

2 Asari Andi, et.al., Ekonomi Islam, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023), h. 94.

% Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,
2022), h.153
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manfaat yang seimbang bagi pembeli dan penjual, di mana penjual
memperoleh keuntungan yang wajar, sementara pembeli mendapatkan
nilai yang setara dengan harta yang dibayarkan.*

Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah menjaga
keadilan dalam setiap transaksi timbal balik serta hubungan sosial di
antara anggota masyarakat. Dalam konsep ini, baik penjual maupun
pembeli sama-sama merasakan adanya keseimbangan dan keadilan
dalam transaksi.

f. Keuntungan dalam Islam

Keuntungan dalam perdagangan adalah hal yang dibolehkan.
Akan tetapi, keuntungan harus diperoleh dengan cara tidak menipu,
tidak memaksa, tidak merugikan, dan tidak memanfaatkan
ketidaktahuan pembeli.

Pedagang diperbolehkan mengambil laba, namun Islam
menekankan keberkahan. Keberkahan muncul dari cara berdagang
yang jujur, amanah, dan adil.

g. Larangan Manipulasi Harga

Islam melarang praktik manipulasi harga seperti, monopoli
barang agar harga naik, menipu pembeli tentang kualitas barang,
menyembunyikan informasi harga yang seharusnya diketahui pembeli,
menaikkan harga karena ingin mengambil keuntungan dari

ketidaktahuan pembeli.

31 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt, 2016),
h. 139.
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B. Penelitian Terdahulu
Dalam bagian ini, penulis berupaya menyajikan permasalahan secara
berbeda dari penelitian yang telah ada. Selanjutnya, penulis akan
menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema
serta relevansinya dengan skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang
serupa dan dijadikan referensi oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Berkomunikasi
Terhadap Penetapan Harga Jual Beli barang Di Pasar Atas Bukittinggi
Menurut Perspektif Fikih Muamalah”, oleh Rahmat Febrizal. 2015. Dalam
hasil penelitiannya Rahmat Febrizal berkesimpulan Perdagangan yang
dilakukan di pasar ini dilakukan oleh mayoritas pedagang yang berasal
dari daerah setempat dan minoritas dari pedagang yang berasal dari daerah
luar. Bahasa komunikasi yang digunakan di pasar ini beragam mulai dari
bahasa daerah (bahasa Minang) dan bahasa Indonesia yang sering
digunakan oleh pembeli yang berasal dari luar daerah. Perbedaan bahasa
pembeli membuat pedagang menaikkan harga disebabkan karena
ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasaran dari barang tersebut.
Menaikkan harga karena ketidaktahuan pembeli dilarang oleh Islam karena
adanya unsur penipuan dalam harga. Transaksi seperti di atas telah
melanggar akan azaz saling ridho. Walaupun pada saat transaksi kedua
belah pihak telah saling ridho, apabila pembeli merasa tertipu maka akad

tersebut akan menjadi batal.*2

%2 Rahmat Febrizal, “Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Berkomunikasi Terhadap
Penetapan Harga Jual Beli barang Di Pasar Atas Bukittinggi Menurut Perspektif Fikih
Muamalah”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, 2015. h. 54.
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2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan
Penetapan Harga Karena Perbedaan Kuantitas”, oleh Dinda Anugrah Putri.
2023. Dalam hasil penelitiannya Dinda Anugrah Putri berkesimpulan
Dalam Praktik jual beli bahan pokok atau sembako yang terjadi di pasar
Pagi Keutapang Kabupaten Aceh Besar terdapat perbedaan dalam
menentukan harga bahan pokok, yang menyebabkan terjadinya selisih
harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit serta
menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli dalam jumlah sedikit
karena adanya selisih harga, padahal barang yang dibeli jenisnya sama
hanya berbeda jumlah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan
harga di pasar pagi Keutapang jika dilihat secara kuantitas dan volumenya,
harga yang ditetapkan hampir rata-rata berbeda walaupun perbedaan yang
ditetapkan hanya sedikit.*®

3. Skripsi dengan judul “Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap
Wisatawan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya
(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)”, oleh Aji Ahmadi Akbar. 2021.
Dalam hasil penelitiannya Aji Ahmadi Akbar berkesimpulan Pada saat
musim liburan tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari
harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi
pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal

dari luar daerah Palangka Raya dengan wisatawan yang berasal dari daerah

% Dinda Anugrah Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Harga
Karena Perbedaan Kuantitas”, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-
Raniry, 2023. h. 60.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang
berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian
kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta
tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.** Ditinjau dari
konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan “field research”, merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi

kehidupan sosial masyarakat secara langsung.*

B. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian ini
di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera

Utara.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat

langsung dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual

3 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press,
2021), Cet Ke-1, h. 30.

* Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
(Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.
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buah dan pembeli buah alpukat di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah perbedaan penetapan harga jual
beli buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang

Lawas Sumatera Utara.

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pedagang buah
di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Sumatera Utara. Populasi mencakup 6 pedagang buah yang melakukan
aktivitas jual beli dan seluruh pembeli buah alpukat yang melakukan
transaksi di Pasar Sibuhuan.
2. Sampel
Penelitian in1 menggunakan teknik purposive sampling. Purposive
sampling yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan
pertimbangan bahwa informan paling memahami fenomena yang diteliti.®®
Adapun informan penelitian terdiri dari 5 orang, yaitu 2 pedagang
buah, 1 pembeli biasa, dan 2 pembeli yang dinilai memiliki kemampuan

ekonomi lebih tinggi atau terlthat mampu. Informan dipilith secara

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2019), h. 215.
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representatif sesuai kriteria penelitian, dan data yang diperoleh sudah

cukup untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

E. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari
sumbernya di lapangan, melalui metode seperti wawancara terstruktur
yang mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti,
observasi, atau alat lainnya, tanpa perantara.’” Dalam penelitian ini sumber
data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli
buah di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
Provinsi Sumatera Utara.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan peneliti dari
sumber-sumber yang sudah tersedia, sehingga peneliti bertindak sebagai
pihak kedua. Data ini dapat diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku,
laporan, jurnal, dan lain-lain, dan biasanya lebih mudah diakses.*® Data
sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh melalui
membaca, mengamati, atau mendengarkan, dan umumnya berasal dari data

primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya.

%" Ishag, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

% Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017),
Cet Ke-1, h. 68.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini melibatkan
pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi. Salah
satu kegunaan observasi adalah untuk meneliti atau memahami perilaku
nonverbal peserta penelitian secara langsung.
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan
untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan
bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses
interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau
orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi secara
langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sebagai
teknik pengumpulan data primer dengan dua pedagang buah yang ada di
Pasar Sibuhuan, serta tiga orang pembeli buah alpukat yang ada di Pasar
Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan
populasi didasarkan pada keterlibatan mereka langsung dalam jual beli,
sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan

komprehensif.
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3. Dokumentasi
Teknik ini menggunakan dokumen atau arsip sebagai sumber
data.*® Bentuknya meliputi surat, catatan harian, arsip foto, notulen rapat,
cinderamata, maupun jurnal kegiatan, yang berfungsi untuk menelusuri

informasi dan peristiwa masa lalu.

G. Metode Analisis Data
Setelah seluruh data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan
analisis data dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia.’’
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode
yang menggambarkan data secara sistematis sebagaimana adanya, tanpa
bertujuan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku secara

41
umum.

H. Metode Penulisan
Setelah semua data terkumpul, penulis menyusun dan menganalisis
data menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk
mengumpulkan informasi mengenai kondisi suatu fenomena sesuai dengan
keadaan sebenarnya saat penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menarik

kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi .

% Hardani, et.al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,
2020), h. 154.

% Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 14.
! 1bid., h. 206.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Praktik penetapan harga jual beli buah di Pasar Sibuhuan pada umumnya
dilakukan secara langsung antara pedagang dan pembeli. Penetapan harga
tidak dicantumkan secara tertulis, melainkan disampaikan secara lisan
ketika pembeli bertanya, dan tidak menggunakan harga yang tetap.
Ditemukan adanya perbedaan penetapan harga terhadap pembeli untuk
jenis buah yang sama. Perbedaan harga tersebut tidak hanya dipengaruhi
oleh kualitas buah dan proses tawar menawar, tetapi juga oleh penilaian
subjektif pedagang terhadap pembeli, khususnya berdasarkan penampilan,
gaya berpakaian, dan kendaraan pribadi yang digunakan. Faktor utama
yang melatarbelakangi perbedaan penetapan harga jual beli buah meliputi
kualitas dan kesegaran buah, sistem tawar-menawar, persepsi pedagang
terhadap kemampuan ekonomi pembeli, serta keinginan pedagang untuk
memperoleh keuntungan yang lebih besar.

2. Ditinjau dari perspektif figih muamalah, praktik tersebut pada dasarnya
sah secara hukum asal muamalah, karena telah memenuhi rukun dan
syarat jual beli, tidak ditemukan unsur pemaksaan secara langsung
maupun penipuan terhadap kualitas barang. Namun demikian, praktik
perbedaan penetapan harga tanpa transparansi yang jelas belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip figih muamalah, khususnya

dalam aspek kerelaan (ar-ridha), kejujuran (as-sidg), dan transparansi
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harga, serta praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan

dalam figih muamalah.

B. Saran

1. Bagi Pedagang Buah: Pedagang diharapkan dapat menerapkan prinsip
kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam menetapkan harga jual buah.
Penetapan harga sebaiknya disampaikan secara jelas kepada setiap
pembeli tanpa membedakan latar belakang atau penampilan, sehingga
tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Bagi Pembeli: Pembeli diharapkan lebih aktif dalam menanyakan harga
dan melakukan tawar-menawar secara wajar agar tercapai kesepakatan
yang saling tidak merugikan. Selain itu, pembeli juga perlu meningkatkan
kesadaran terhadap hak-haknya dalam transaksi jual beli.

3. Bagi Pemerintah atau Pengelola Pasar: Diperlukan adanya pembinaan dan
edukasi kepada pedagang terkait etika berdagang dan prinsip ekonomi
Islam, sehingga praktik jual beli di pasar dapat berjalan secara sehat dan

adil.
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LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

Perbedaan Penetapan Harga Jual Beli Buah di Pasar Sibuhuan Kecamatan

Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara Menurut Tinjauan

10.

11.

12.

Figih Muamalah
Pertanyaan untuk Pedagang Buah:
Sejak kapan Bapak/Ibu menjalankan usaha jual beli buah di pasar ini?
Dari mana biasanya Bapak/lbu memperoleh alpukat yang dijual?
Bagaimana sistem penjualan alpukat yang biasa dilakukan
(eceran/kiloan/tawar-menawar)?
Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga alpukat setiap harinya?
Apakah harga alpukat selalu sama untuk semua pembeli?
Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan harga alpukat?
Apakah kualitas atau ukuran alpukat mempengaruhi harga?
Apakah kondisi pasar (stok sedikit/banyak, harga dari pemasok)
mempengaruhi harga jual?
Apakah pernah memberikan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda?
Bagaimana perbedaan perlakuan harga antara pembeli baru dan pembeli
langganan?
Bagaimana jika pembeli tidak mengetahui harga pasar, apakah harga tetap
sama?
Jika ada pembeli merasa dirugikan bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?
Pertanyaan untuk Pembeli Biasa:

Seberapa sering Ibu membeli alpukat di Pasar Sibuhuan?
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. Apakah biasanya Ibu melakukan tawar-menawar saat membeli?

. Apakah Ibu pernah mendapatkan harga berbeda dibanding pembeli lain?

. Apakah Ibu pernah mengetahui bahwa pembeli lain mendapat harga lebih
murah?

. Apakah pedagang biasanya menjelaskan kualitas alpukat sebelum
menentukan harga?

. Apakah Ibu merasa rela dan puas dengan harga yang diberikan?

. Menurut Ibu, apakah wajar jika harga berbeda karena kualitas?

Pertanyaan untuk pembeli yang Terlihat Mampu:

. Apakah Ibu sering berbelanja di pasar ini?

. Apakah Ibu biasanya mengetahui harga pasaran alpukat sebelum
membeli?

. Apakah Ibu pernah merasa diberi harga lebih tinggi dibanding pembeli
lain?

. Apakah menurut Ibu penampilan atau kendaraan mempengaruhi harga
yang diberikan pedagang?

. Bagaimana tanggapan Ibu jika mengetahui ada selisih harga untuk barang
yang sama?

. Apakah Ibu tetap merasa rela jika ternyata harga yang dibayar lebih tinggi
dari pembeli lain?

. Menurut Ibu, apakah praktik tersebut adil?

. Apakah menurut Ibu penting adanya transparansi harga di pasar?
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DOKUMENTASI
Dokumentasi wawancara dengan penjual dan pembeli buah alpukat di Pasar

Sibuhuan
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